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TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 18 Tahun 2001;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah, telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu
upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung j
axvab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari
pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame perlu
dilakukan intensifikasi;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan intensifikasi Pajak Reklame sebagaimana
tersebut pada huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Kota Bandung
sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu disempurnakan dan
disesuaikan;

d. bahwa untuk pelaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf c di atas, perlu mengatur kembali tentang Pajak Reklame yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Ancaman
Pidana/Sanksi;
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16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Reklame;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada1ah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

d. Walikota adalah Walikota Bandung;

e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari
Walikota;

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung;

g. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;

h. Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame;
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i. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan
atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

j. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan
atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah;

k. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa
bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik
dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun
keserasiannya dengan pemantaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;

l. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;

m. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama
sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

n. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan
wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;

o. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan
keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik
dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli
bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,
pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan dan transportasi
pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai,
dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah
diijinkan;

p. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah
ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan
kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan;

q. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek pajak dan/atan bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perunndang-undangan Perpajakan Daerah;

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

s. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;

t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
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u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang ditetapkan;

v Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang selanjutya disingkat SKPDLB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

x. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi

a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron;

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat (stiker);

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;

f. Reklame udara;

g. Reklame suara;

h. Reklame film/slade;

i. Reklame peragaan

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini
adalah penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan
sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau
melakukan pemesanan reklame.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
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